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DR. Rahyunir Rauf, L

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena
atas segala limpahan rahmat, hidayat dan ridho Nya jualah buku monograf ini
dapat diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun buku ini membutuhkan waktu
yang panjang dalam penulisannya akan tetapi buku monograf dengan Judul;

“Panduan Umum Evaluasi Kinerja Kecamatan” ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan amanah
I salah satu unsur dari perangkat daerah
adalah kecamatan. Sebagai bagian dari perangkat daerah, maka dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pemerintah kecamatan setiap
tahunnya lu untuk dievaluasi kinerjanya oleh pemerintah daerah, karena
kecamatan dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah, sehingga melalui
evaluasi kinerja kecamatan tentunya setiap waktu pemerintah kecamatan akan

dapat meningkatkan kinerjanya.

Buky, monograf ini ditulis tidak lain bertujuan dalam upaya turut
membantu —
kegiatan evaluasi kinerja kecamatan yang diselenggarakan
W maupun [N

I Karena itu, buku monograf ini ditulis dalam 7 (tujuh) bagian,
yang terdiri dari Bagian I. Pendahuluan yang berisikan tentang Dasar Pemikiran
dan Permasalahan EKK. Bagian ke IItentng Pengertian dan Ruang Lingkup EKK
yang berisikan tentang Pengertian EKK, Dasar Hukum EKK, Ruang Lingkup
EKK, dan Asas EKK. Bagian ke III tentang Maksud, Tujuan dan Sasaran yang
berisikan tentang Maksud Kegiatan EKK, Tujuan Kegiatan EKK, dan Sasaran
Kegiatan EKK. Bagian ke IV tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan
yang berisikan tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi, Tugas Tim
EKK Provinsi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja. Dan Penghargaan, Tim Evaluasi
Kinerja Kecamatan Kabupaten/Kota, Tugas Tim EKK Kabupaten/Kota dan

penghargaan.
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Sedangkan pada bagian ke V tentang  Indikator = Evaluasi  Kinerja
Kecamatan yang bersikan tentang Indikator Evaluasi, Hasil Evaluasi, Waktu
Pelaksanaan EKK, Pendanaan serta Pembinaan. Bagian ke VI tentang

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang berisikan tentang Dasar
Pemikiran, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Penerapan PATEN,
serta tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat, dan terakhir bagiann ke
VII tentang Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan . Saran.

Buku monograf ini dapat diterbitkan karena bantuan dari semua pihak
yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu, oleh karena itu penulis
mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak
sehingga buku monograf ini dapat diselesaikan.dan diterbitkan sebagai suatu
tambahan literatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pengembangan ilmu khususnya ilmu pemerintahan. Secara khusus penulis
menyampaikan ucapakan terimakasih kepada saudari Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si.
yang telah berkenan sebagai editor dari buku ini.

Sebagai suatu karya ilmiah, maka penulis juga senantiasa menerima segala
bentuk kritikan dan masukan dari semua pihak sebagai suatu proses
penyempurnaan buku yang sederhana ini. Semoga buku ini dapat bergunakan bagi

semua pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 24 April 2016
Penulis,
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Bagian |
Pendahuluan

_

I, di dunia, bahwa [HEE-akan
U institusi [ onco
I kondisi “terlalu lama, biaya tinggi, prosedur berbelit-belit, pelayanan
bersifat deskriminatif dan lain-lain”. _
I i Indonesia [N
I rclatif kurang memuaskan”, [
yang dijadikan ukuran [
B tingkat kepuasan masyarakat” |
menerima [N publik I
. Dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan adanya 3 (tiga)

tingkatan pemerintahan, yakni; Pemrintah (pusat), Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa. Sebagai salah satu tingkatan pemerintahan, maka pemerintahan
daerah terdiri dari unsur “Peggerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)”. Sedangkan

Salah satu [l dari _ kabupaten/kota yang bertugas

melaksanakan pelayanan publik adalah unsur “kecamatan”. Berdasarkan pasal 209

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan bahwa; Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas;
a. Sekretariat Daerah

b. Sekretariat DPRD
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c. Inspektorat
d. Dinas
e. Badan

f. Kecamatan

Keberadaan dari lembaga Kecamatan berdasarkan pasal 221 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah; Daerah kabupaten/kota
membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan,

sehigga kecamate erupakan perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota.
chamata:h) Undang-Undang [ INEEEEE

Menurut Sadu Wasistiono dan kawan-kawan (2009;1), bahwa; salah satu

entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak
langsung kepada masyarakat adalah kecamatan. Sebagai sub sistem pemerintahan
di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan
peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan
serta kemasyarakatan.

Oleh karena itu, keberadaan dari lembaga kecamatan dalam sistem
pemerintahan daerah tidak lain salah satunya adalah bertujuan untuk
meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah
kabupaten/kota. Sehingga dengan kondisi sistem pemerintahan di Indonesia yang
seperti ini maka “kinerja kecamatan™ dalam proses penyelenggaraan pelayanan
publik di Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan. Salah satu upaya dari
pemerintah daerah kabupaten/kota adalah dalam bentuk upaya peningkatan

penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan adalah melalui evaluasi kinerja

kecamatan yang maupun
Il scbagai salah satu amanah dari Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
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Pada pemerintah daerah provinsi Riau evaluasi kinerja kecamatan telah
ilaksanakan semenjak tahun 2012, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya

Nomor 18 [INEE——
dan [ Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Nomor 18 [N

Keluarnya - Gubernur Riau tersebut di atas merupakan tindak lanjut

dari penjabaran pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan dan dalam upaya untuk peningkatan obyektif penilaian
yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan atau yang disingkat
dengan EKK.

Penilaian EKK juga sekaligus untuk menilai pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Pelayanan Terpadu (PATEN), karena pelaksanaan Pﬂ

merupakan salah satu indikator dalam penilaian EKK. Hal ini dikarenakan

I Olch karena itu, pelaksanaan PATEN sudah merupakan standar

umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

B. Permasalahan

Kecamatan merupakan sglah satu perangkat daerah dari pemerintah daerah

kabupaten/kota yang berfungsi

. Kkcberhasilan penyelenggaraan _ pemerintah

B  kabupaten/Kota sangat  ditentukan  oleh  tingkat keberhasilan

kepada masyarakat,

penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Sudah menjadi
pemandangan umum bagi masyarakat daerah, bahwa pelaksanaan pelayanan
publik di kecamatan secara umum masih terkesan lambat, mahal, dan memiliki

birokrasi yang sangat panjang.
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diperlukan adanya evaluasi kinerja kecamatan,agar kinerja kecamatan dalam
memberikan pelayanan dapat diukur dan dinilai secara objektif. Oleh karena itu,
pemerintah daerah Provinsi Riau sebagai salah satu pemerintah daerah di
Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melakukan evalusi terhadap kinerja

kecamatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun

12 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau dan
Gubernur Riau [ so
N Gubernur Riau [ 13

Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau tersebut di
atas, diperlukan adanya suatu pedoman teknis dalam pelaksanaannya, sehingga
tim penilai evaluasi kinerja kecamatan baik tingkat provinsi maupun tingkat
kabupaten/kota akan lebih mudah dan terarah dalam melaksanakan kegiatan EKK
tersebut, oleh karena itu dalam buku pedoman ini dijabarkan secara rinci

bagaimana pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan Peraturan

Gubernur Riau Noggor 18 Tahun 2012 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan
Provinsi Riau dan b berdasarkan [ Gubernur
Riau [ 50 N Gubernur Riau
I 13 I Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi

Riau, sehingga dalam pelaksaan evaluasi kinerja kecamatan di provinsi Riau dapat

lebih objektif, transparan dan akuntabel.
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Bagian 11
Pengertian dan Ruang Lingkup EKK

A. Pengertian
Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

acrah, bahwa tingkatan pemerintahan di Indonesia hanya 3 (tiga) yakni;

abupaten/kota) [l pemerintahan
desa. _, salah satu unsur dari perangkat daerah
kabupaten/kota adalah lembaga kecamatan, kecamatan berdasarkan pasal 1 ayat 3
Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Kecamatan Provinsi Riau adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
daerah kabupaten/kota.

Pengertian Camat berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Gubemur Riau
Tahun 2012 adalah; perangkat daerah dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan.

Oleh Karena itu — dan
-
I oo [ ——
-
upaya [N scbagion [
|

Evaluasi Kinerja [ NN -2 5 Pcraturan Gubernur
Riau Nomor 12 Tahun 2012 adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap
keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan
yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja kecamatan merupakan suatu bentuk
penilaian yang dilaksanakan secara sistematis terhadap keseluruhan dari data dan

hasil kerja dari camat beserta seluruh unsur perangkat kecamatan yang dalam hal
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ini merupakan hasil kerja dari kecamatan baik secara camat secara personal
maupun kecamatan secara kelembagaan dan dilaksanakan secara terukur melalui

indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja darai kecamatan.

B. Dasar Hukum EKK

Dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan
setiap tahunnya oleh pemerintah daerah provinsi Riaudan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota se provinsi Riau, memiliki dasar hukum

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tetang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4826)

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organissi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran
daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7)
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C. Ruang Lingkup EKK
Sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja kecamatan,
maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang lingkup tersendiri,

berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan

bahwa; Ruiang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi;
1 b;

2. N kewenangan [ Walikoa NI
I perlu

usan ini ditetapkan;
3-—
— ruang

lingkup dari proses evaluasi kinerja kecamatan baik di tingkat pemerintah daerah
provinsi maupun pada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah proses
penyelenggaraan dari tugas umum pemerintahan atau yang sering disebut dengan
“tugas atributif” dari seorang camat, serta proses penyelenggaraan dari sebagian
kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati’Walikota kepada camat untuk
melaksanakan sebagai urusan otonomi daerah atau yang sering juga disebut

dengan “tugas delegatif” dari seorang camat, serta melakukan penilajan terhadap
proses penyelenggaraan tuga-tugas lainnya dari seorang Camat, scrtaL

proses [ kccamatan.

D. Asas EKK
Dalam proses penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan harus didasarkan
kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan

bahwa; pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan berpedoman pada asas-asas:
a. Transparansi, penilaian

I, anggungjawab IR
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c. | ——

f. Kreativitas,

- | —
I i .

Oleh karena itu, berdasarkan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa

penyelenggaraan dari evaluasi kinerja kec

tan ini didasarkan kepada asas-asas
Transparansi, yang merupakan penilaianb

B dari tanggungjawab [ NEGE
N Asas N, merupakan [N

kecamatan dengan
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Asas Partisipatif,

e
. Asas N yang merupakan [N dari
I kecamatan yang NN unsur
I pusat I unsur [

Selanjutnya juga didasarkan pada asas inovatif, yang merupakan h
B untuk dari
_. Asas Kreativitas, yang merupakan
kecamatan  dengan [ E——
kecamatan [ orch [ yang
terakhir adalah [lll, yang merupakan [N dcngan
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I menjdi [N dari suatu [N terhadap

kinerja kecamatan.
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Bagian I11
Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud Kegiatan EKK
Sesuai dengan amanah —
. maka setiap tahunnya _ daerah yang B hal

ini _ provinsi Riau melaksanakan evaluasi terhadap kinerja
kecamatan yang ada di Provinsi Riau. Maksud dari kegiatan Evaluasi Kinerja

Keca n ini berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubemur Riau Nomor 18 Tahun
ZOIZL mengetahui [E——
I kemasyarakatan [l kecamatan

dalam wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
Begdasarkan uraian dan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa berdasarkan
amanah

setiap tahunnya [SESSN daerah provinsi Riau [N

kabupaten/kota di Riau melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang

ada di Provinsi Riau, dengan maksud bahwa kegiatan Evaluasi Kinerja

eccamatan ini adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan
_ yang terkait dengan;
-
- pelaksanaan pembangunan di kecamatan, dan
- pembangunan bidang kemasyarakatan di kecamatan, khususnya yang
terkait dengan pemberdayaan masyarakat kecamatan.
- Serta berbagai prestasi yang diraih oleh pemerintah kecamatan, baik

prestasi yang baskala kabupaten, provinsi, nasional maupun

internasional.

B. Tujuan Kegiatan EKK

Sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah, maka evaluasi
kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Riau
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Nomor 18 Tahun 2012, bahwa tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai

pedgman untuk :
dari [——

. Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang
memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

d. Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar
penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat

pelaksanaan pembangunan

e¢. Mengembangkan berbagai kretivitas _ menyelenggarakan

N aparatur [——
N perckonomianmasyarakat [

wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian dan pasal di atas, maka sebagai suatu rutinitas tahunan

— Riau maupun [N

maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah diatur.
Dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itutujuan dgg pelaksanakan
Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk: h

B doi

. Memotivasi - pemerintah

kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan, _

guna | berbagai
I menyelenggarakan |G

serta [N
I dari sumber daya aparatur pemerintah proses

I viilayah kerjanya kecamatn masing-masing.
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C. Sasaran Kegiatan EKK

Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan juga memiliki beberapa sasaran yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarlan pasal 4
Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012, bahwa sasaran dar1 Evaluasi

Kinerja

licamatan adalah;

L)

a.

b. Perencaan [INEEEG_—
c. . dan

d. Hasil kerja keseluruhan kinerja kecamatan.

Oleh karena itu secara jelas dapat diketahui bahya kegiatan evaluasi kinerja
kecamatan memiliki sasaran yakni mclcngkapaih
——). memantapkan [
. meningkatian [N scr-

meningkatkan hasil kerja dari keseluruhan kinerja kecamatan yang dilaksanakan

setiap tahunnya.

Evaluasi Kinerja Kecamatan [ 16




B Rahyunir Rauf, L

Bagian IV
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan

A. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi

Proses evaluasi kinerja kecamatan dilakukan oleh suatu tim, ditingkat
provinsi dilakukan oleh Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat
provinsi. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012,
dinyatakan bahwa:

1. Untuk melaksanaan Evaluasi — Riau
I v :si . o ¢ ditctapkan dengan
Surat Keputusan Gubernur, yang terdiri dari;

a. Gubemur sebagai pembina

b. Wakil Gubernur sebagai pengarah

c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab

d. Asisten bidang pemerintahan sebagai ketua

e. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris
f. Inspektur atau sebutan lain sebagai anggota

g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait

h. Unsur Perguruan Tinggi.

2. Untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan provinsi
dibantu sekretariat.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dibantu
Tim Teknis penilaian.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah provinsi membentuk tim penilai
evaluasi kecamatan tingkat provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Gubernur, yang terdiri dari; Gubernur sebagai pembina, Wakil Gubernur sebagai
pengarah, Seckretaris Daerah selaku penanggungjawab, Asisten bidang
pemerintahan sebagai ketua tim, Kepala Biro yang membidangi pemerintahan
sebagai sekretaris, Inspektur atau sebutan lain sebagai anggota, Pejabat Daerah
lainnya yang terkait, serta unsur Unsur Perguruan Tinggi sebagai tim penulai

maupun sebagai tenaga ahli.
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Selanjutnya guna mendukung kegiatan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan
tingkat provinsi dibantu juga Tim sekretariat, serta dalam melaksanakan tugasnya,

Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dibantu Tim Teknis penilaian;

B. Tugas Tim EKK Provinsi
Dalam proses pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja kecamatan, maka tim
evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi memiliki beberapa tugas yang terkait
dengan proses penilaian. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18
Tahun 2012, dinyatakan bahwa; Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi
bertuggs melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kecamatan peringkat 1
(satu) dilakukan [N
Kabugaten/ Il
dari tim evaluasi
kinerja kecamatan tingkat provinsi memiliki tugas yakni melakukan proses
verifikasi dan melakukan proseg penilaian terhadap pemerintah kecamatan yang
berada pada peringkat pertama dilakukan
_ kabupatcn/- di Provinsi Riau. Sehingga yang dinilai
dalam proses evaluasi kinerja kecamatan ini hanya 1 (satu) kecamatan pada setiap
kabupaten/kota yang berada pada peringkat pertama hasil penilaian pemerintah
daerah kabupaten/kota masing-masing. Sehingga kecamatan yang dinilai
senantiasa berbeda-beda setiap tahunnya sesuai dengan prestasi kecamatan yang
diperolehnya pada lomba evaluasi kenerja kecamatan yang dilaksanakan oleh tim

EKK tingkat kabupaten/kota.

C. Verifikasi dan Penilaiap Kinerja.

Salah satu tugas dari
adalah [N proses verifikasi I melakukan penilaian _ dari
institusi . Berdasarkan ketentuan dari pasal 9 Peraturan Gubernur Riau
Nomor 18 Tahun 2012, dinyatakan bahwa;
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dan [
2. penilaian

dan [
3. I provinsi
_ Gubernur.

Oleh karena itu, dalam proses

olch I Kkinerja kecamatan [N vakni

ﬂ

|

penilaian

— sclanjutnya
I provinsi [N Gubermur,

Selanjutnya pada pasal 10 Peraturan Gubemur Riau Nomor 18 Tahun 2012,

juga dinygtakan bahwa;
1. melihat [

Evaluasi [ «abupaten/ I
I, cvaluasi [

dilakukan [l

b. oleh [N
2 ]

I Evaluasi

3. Penentuagperingkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja.
Selanjutnya h dari institusi kecamatan
N melihat [ Evaluasi

kabupaten/kota, melakukan [N cvaluasi
. melalui proses
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N olch MW, tim Penilai Evaluasi
I Provinsi dapat menentukan [ tambahan sesuai dengan

kebutuhan, serta Penentuan peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian

kinerja.

D. Penghargaan.
Guna memberikan motivasi bagi kecamatan yang memperoleh peringkat

yang baik, maka pemerintah daerah provinsi berdasarkan pasal 11 Pearturan

Gubernur Riau Nomgg 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa;
1. Kecamatan —

I Gubemur [
BN kepada Bupati/Walikota |

|
3. I scbagaimana [ pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan wurutan peringkat dan
kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka guna memberikan motivasi bagi
kecamatan yang memperoleh peringkat yang terbaik, maka pemerintah daerah

provinsi berdasarkan pasal 11 P

turan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012
dinyatakan bahwa; Kecamatan k (pertama) [N
Gubernur -

meraih peringkat pertama tersebut kepada
MML
esclon [ dari scbelumnya. Begitu juga dengan
_

B serta [N podo ——
|
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E. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota
Selain tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi, maka di
tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk tim penilai evaluasi kinerja

kecamatan tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Gubemur Riau

Nomgg 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

h Evaluasi || N NN K:bupaten/Kota,
_ Evaluasi _ yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Walikota.

2. Keanggotaan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan terdiri dari:

a. Bupati/Walikota selaku pembina

b. Wakil Bupati/Walikota selaku pengarah

c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab

d. Asisten Sekda yang membidangi pemerintahan sebagai Ketua

e. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris
f. Inspektur atau sebutan lain selaku anggota

g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota

h. Unsur Perguruan Tinggi

3. Untuk mendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja Kecamatan
kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis.

Sama dengan tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi, maka

di tingkat pemerj

tah daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan di atas maka
komposisi  dari ‘h evaluasi |

I ditetapkan berdasarkan Keputuan Bupati/Ealikota yang terdiri dari;

Bupati/Walikota selaku pembina, Wakil Bupati’Walikota selaku pengarah,
Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab, Asisten Sekda yang membidangi
pemerintahan sebagai Ketua, Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan
sebagai sekretaris, Inspektur atau sebutan lain selaku anggota, Pejabat Daerah
lainnya yang terkait sebagai anggota, serta dari Unsur Perguruan Tinggi.
Selanjutnya dalam upaya mendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja
Kecamatangdi tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis, yang bertugas
chaluasi |

membantu
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F. Tugas [l EKK Kabupaten/Kota

Tim Evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota memiliki tugas-
tugas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 13
Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;

a. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten/Kota h
I ()
|
I v ilayah kabupaten/kota

b. Dalam melakukan penentuan peringkat kinerjgg kecamatan pada
kabupaten/kota, tim Evaluasi berpedoman padah

dalam [N
c. Evaluasi

I :valuasi Kinerja [N

d. Penetapan urutan peringkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan

Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tugas dari tim Evaluasi Kinerja

Kecamatan Kabupaten/Kota yakni;
I vilayah
kabupaten/kota. Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan_nada
kabupaten/kota, tim Evaluasi berpedoman pada asas-asas penilaian kinerj aArL
B Evalasi [ Evaluasi
Kinerja [JBBB. Serta Penetapan urutan peringkat kecamatan ditetapkan

dengan keputusan Bupati/Walikota.

G. Penghargaan

Dalam upaya memberikan motivasi dan memberikan apresiasi terhadap
kecamatan di tingkat kabupaten/kota diberikan penghargaan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan diatur melalui keputusan Bupati/Walikota.
Berdasarkan pasal 16 Peraturan Gubemur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan

bahwa;
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a. Kecamatan

I camatnya direkomendasikan
— mendukung [ esclon
berhak mengikuti lomba tingkat provinsi.

b. Kecamatan I ——
. cropi [ piagam (IR

c. Penghargaan sebagaimana - ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jenis
dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa untuk Kecamatan yang meraih

ringkat [ (pertama) di tingkat kabupaten/kota maka akan diberikan suatu

untuk unsur personal camatnya akan direkomendasikan
I csclon NN dari
sebelumnya [l berhak untuk mengikuti lomba evaluasi kinerja kecamatan
tingkat provingi, Kecamatan yang meraih peringkat II dan III di tingkat

dan [

kabupaten/kota
I Tcrkait dengan Penghargaan maka
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Bagian V
Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan
Tingkat Kabupaten/Kota

A. Indikator Evaluasi
Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan maka ditetapkan

indikator kinerja sebagai alat ukur dalam penilaian. Berdasarkan pasal 14

Peraturan Gulernur Riau Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa;
1. EKK

I 1 cmerintahan [
L peessy
. urusan

imcrintahan umum [l penyelenggaraan tugas lain.

I dcgo |NM—
I

I Pclivanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4. Indikator evaluasi utuk

mengahsilkan pemeringkatan |G,
5. Apabila [E——
I o —
6. Indikator skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran
peraturan Gubernur.

Berdasar ketentuan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan dari
Evaluasi suatu || N
_ penilaian terhadap - institusi kecamatan dengan

pemerintahan | b tcktif :
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